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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemulihan kerugian sebagai bentuk pemenuhan hak 

korban dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dengan studi terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 dan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2016. Kedua 

putusan ini menunjukkan lemahnya penerapan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Ketentuan dalam Pasal 119 masih bersifat 

fakultatif dan memberikan diskresi besar bagi hakim, sehingga pemulihan ekologis tidak selalu 

dijatuhkan. Di sisi lain, ketiadaan peraturan pelaksana teknis dan unit eksekusi khusus 

menghambat efektivitas pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan perubahan redaksi Pasal 

119 menjadi bersifat imperatif, penyusunan peraturan pelaksana teknis, dan pembentukan unit 

eksekusi pemulihan. Pendekatan green victimology juga perlu diterapkan untuk mengakui 

lingkungan dan masyarakat sebagai subjek korban yang berhak atas keadilan restoratif. 

Kata Kunci: Pemulihan kerugian; Hak korban; Tindak pidana lingkungan hidup; Korporasi; 

Putusan Mahkamah Agung. 
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ABSTRACT 

This study analyzes loss recovery as a means of fulfilling victims’ rights in corporate 

environmental crimes, based on two Supreme Court decisions: No. 1405 K/Pid.Sus/2013 and No. 

1199 K/Pid.Sus/2016. Both cases highlight the weak implementation of additional sanctions in 

the form of environmental restoration as stipulated in Article 119(c) of Law No. 32 of 2009 on 

Environmental Protection and Management. The research employs a legal-political approach, a 

conceptual approach, and a case study approach. Article 119 remains facultative, granting 

judges broad discretion without a mandatory obligation to order ecological restoration. The 

absence of technical implementing regulations and a dedicated enforcement unit further hinders 

effective implementation. This study recommends amending Article 119 to become imperative, 

drafting technical implementing regulations, and establishing a restoration enforcement unit. It 

also suggests applying a green victimology approach that recognizes the environment and 

communities as victims entitled to restorative justice. 

Keywords: Loss recovery; Victims’ rights; Environmental crime; Corporation; Supreme Court 

decisions. 

 


